5.1. PENGENDALIAN GRATIFIKASI

T DAPAT ]
GRATIFIKASI?
T

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAL
JADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
UPT PENGELOLAA DAPATAN DAERAI

TAN

S TOFF™-

FORMULIR
LAPORAN PENGADUAN GRATIFIKASI

PENGIRIN K
i

Tanjungpinang

=Sous = e
Faowarwcygli
CSratiFikaassi

A IDENTITAS PELAPOR € DATA PEMBERI GRTITTRASI®

Nama Cenyiap [Vome

No KTP (NIK)
TompatTonggl ahr
G —

\
|

G o

6| Alamac Email
7| Womor Teiepon

& [ W il

B DATA PENERBAAN GRATIFIKAS|

Jenis Peogrmaan | Nl Nommal Perstiva | Tempet on Tangaal
| MugTalsin | Pencoman(l) | Penenmasn

Tanargpinang 20

reingon

)

| PR < |

35



T e o 0 Py, ..

f— -y vy
A Bt

B

PEMERINTAH PROVINS| KEPULAUAN RIAU
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
JI. Raja Isa No.8, Gedung Graha Kepri LLIV — Batam Contre
Telp. (0778) 460014 E-mail : sekre dispendakepri@gmail.com
Website : dispenda.kepriprov.go.id Kode Pos 29464
BATAM

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINS| KEPULAUAN RIAU
Nomor: 101y / Sk / BP3RD [ x / 302,

TENTANG

TIM UNIT IAN GRATIFIKASI (UPG) DI
LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINS| KEPULAUAN RIAU

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang a  Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan
Wilayah Birokrasi Bersih Bebas dan Melayani (WBBM) di
lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Provinsi Keplulauan Riau, maka dipandang perlu adanya
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang dibuat dalam suatu
pedoman;

b.  Bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi adalah suatu unit yang
dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses
dan

terhadap
pemberian gratifikasi serta pelaporannya;

c Bahwa
aimaksud dalam huruf a dan b, maka periu dibentuk Tim Uni
Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan
Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan
Riau

Mengingat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korups;

3. Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Tindak
Pidana Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
egara;

5  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587);
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6. Peraturan Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi
jangka panjang tahun 2012-2025;

7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 201‘
tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Koruj

8. Peraturan Monteri Pendayagunsan Aparatur Negars dan
Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani Instansi Pemerintah;

9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor
437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Gubemur Kepulauan Riau Nomor 73
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Orgamsul Tugas dan Fungsi serta
Tata Kefja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019 Nomor 641);

10. Pemtur:n Gubernur Kepul!uln Riau Nomor 86 Tahun 2017

nis
Paﬂdﬁpilm Daerah Pldl Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah
Nomor 465 Tahun 2017)

MEMUTUSKAN

im Uni ifikasi (Upg) Di
Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah
Provinsi Kepulauan Riau

Unit Kerja dalam rangka
pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Bebas
dan Melayani (WBBM) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak
Dan Retribusi Daerah Provinsi Kep[ulauan Riau, maka dipandang
perlu adanya Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

Susunan anggota Tim sebagaimana dimaksud, tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

‘nm sebogmman: dimaksud mempurwai tugas sebagai berikut :

gralifikasi pada Badan Psngelolann Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

KELIMA

2 dan i dengan
Provins| Riau dalam
gratifikasl di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah,

3. Melaksanakan penyucunun program pelaksanaan
ratifika Badan

Pajak dan Retribusi Dumh Provinsi Kepulauan Riau,

4. Menerima, mencatat dan meriview laporan adanya gratifikasi
di Lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Provinsi Kepulauan Riau,

5. Kepala Menyampaikan pelaporan gratifikasi yang diterima
pada UPT PPD kepada Unit Pengendali Gratifikasi Pusat
BP2RD paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal
pelaporan gratifikasi diterima,

6. Menyampaikan laporan gratifikasi yang anmna dan UPT

PPD dan Pusat BP2RD kepada Unit P i Gratifikasi
Inspektorat paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak
tanggal diterima pelaporan,

7. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah
menyampaikan laporan _bulan pengendalian
gratifikasi_pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah,

8. Melaksanakan monitoring dan evaluasi  efektivitas
pengendalian gratifikasi pada Badan Pengelolaan Pajak dan
Retribusi Daerah secara menyeluruh,

9. Melaksnakan pengendalian gratifikasi pada Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah,

10. Unit i pada Badan Pajak
dan Ralribusl Daerah dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pajak
dan Retribusi Daerah

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI Batam
PADA TANGGAL 25 okToBER. 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINSI(KEPULAUAN RIAU

Dra. Hj. RENI YUSNELI, M. TP
NIP. 19630410 198503 2 016
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Lampiran . Surat Keputusan
Nomor : \|7|~|/su/BP:lb/x/zoz|
Tanggal 26 okmopew. 2021

TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEPADA PELAYAN PUBLIK UNIT PELAKSANA
TEKNIS PENGELOLMN PENDAPATAN DAERAH (UPT PPD) DI LINGKUNGAN BADAN
PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PROVINS| KEPULAUAN RIAU

No | Jabatan Dalam Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah

Jabatan Dalam Tim

Kepala Badan Pengel:

[T [Rer olaan Pajak dan Relrbusi Dasrah
z_ Sekretaris Badan Peng an Pajak dan Retribusi Daerah
3| Kepala Bidang Pengendaian Pengawasan
4. | Kasubag Umum dan Kepegawaian
5
B

Kasubbid Pengendalian Administrasi dan Opr q 3
|78 | Para Kepala Bidang di Lingkungan Badan Pengeiai
i2an
| Pajak dan Retribusi Daerah e |
7. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan - |
8| Analis Perencanaan, Evaluasi dan Peiap oBag. | Anggota
laporan, Sllb B:
|| Perencanaan dan Keuangan / Bag. Sexretarist -
9. [ Analis Monitoring dan Evaluas: Kebiajkan Pajak dan Anggo'a
Retribusi Daerah, Subbid Pengendalian Adminis'rasi dan
| Operasional / Bid. Pengendalian dan Pengawasin

Penanggungjawab

i Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pandapatan Daerah (UPT PRD)
10 [ParaKepaia UPTPPD

Kelua
Sekrelars :1

| 11. | ParaKasubbag TUUPT PPD

12 | Para Analis Pelayanan, Sub Bag. Tala Usaha UPT PFD Anggota

DITETAPKAN DI Batam
PADA TANGGAL 25 0xToRER 2021

KEPALA BADAN PENGELOLMN PAJAK
DAN RETRIBUS| DAE
PROVINSI KEI UAN RIAU

Dra. Hj. RENI YUSNELI, M. TP
NIP. 19630410 1985032 018
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